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PUTUSAN
Nomor 1372/Pdt. GI2018/PA. Tmk

H_’n.jiipaﬂﬂ!‘n_uq

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya yang memeriksa dan mengadili
peckara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan

putusan perkara cerai gugat antara:

______________________________________________m

29 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga,
pendidikan SMA, tempat kediaman di di Rumah Bapak Karim,
Tanjungsart RT.004 RW. 012 Kelurahan Mulyasari Kecamatan
Tamansari Kota Tasikmalaya, dalam ha! inf memberikan kuasa
khusus kepada NANA SURYANA, SH., Advokat !/ Penasehat
Hukum yang berkantor di JI. Siliwangi No. 75 Kota Tasikmalaya
berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 15 September 2016
yang telah didaftar dalam Register Kuzsa Nomor
1545/Reg Kf2016/PA.Tmk. tanggal 19 September 2016,sebagai
Penggugat;
melawan

_ umur 31 tahun, agama lIslam, pekerjzan
Wiraswasta, pendidikan SMA, tempat kediaman di Citundun
RT.003 RwW. 008 Kelurahan Setiawargi Kecamatan Tamansari
Kota Tasikmalaya, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajzri berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti  di

persidangan;

DUDUK PERKARA
Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 1¢ September 2016
telah mengajukan gugatan ceral gugat yang didaftar di Kepaniteraan
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Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dengan Nomor
1372{Pdt. G2016/PA Tmk, tanggal 19 September 2016, dengan dalil-dalil
sebagai berikut:

1. Bahwa pada harn AHAD 3 APRIL 2011 M, Penggugat telah
melangsungkan pernikaharnya dengan Tergugat dibadapan Pegawai
Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kec.Tawang Kota Tasikmalaya
sebagaimana terryata dalam Kutipan Akta Nikah No. 142 / 05 1 IV 7 2011,
tertanggal Tasikmalaya, 3 April 2011,

2. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan pada mulanya rumah tangga
antara Penggugat dan Tergugat tersebut pernah merasakan kehidupan
vang rukun dan harmonis kurang lebin 5 tahun dan tidak punya anak.

3. Bahwa dalam kehidupan rumah tangga selanjutnya kurang lebih sekitar
awal Tahun 20186 artara Penggugat dan Tergugat tersebut mulai goyah
dan sering diwarnai dengan perselisihan dan percekcokan yang terus
menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lag dalam membina
rumah tangga.

4. Bahwa perselisihan dan percekcokan tersebut terjadi karena Tergugat
kurang dalam memberi nafikkah wajib,

5. Bahwa akibat dari seringnya perselisihan dan percekcokan tersebut pada
puncaknya antara Penggugat dan Tergugat sudah berpiszh rumah kurang
lebin 4 Bulan sampai dengan sekarang.

6. Bahwa Penggugat sudah berusaha dan mencoba untuk mempertahankan
keutuhan rumah tangga dengan Tergugat skan tetapi tidak berhasil
sehingga apabila dipertaharkan akan banyak madiaratnya dari pada
maslahatnya.

7. Bahwa akibat dari keadaan tersebut maka harapan Penggugat yang
mendambakan kebzhagiaan berumah tangga menjadi sirna karenanya,
yang ada hanya Justru penderitaan lahir batin pada diri Penggugat cleh
karena itu kini Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan dan
membina rumah tangga dengan Tergugat sehingga jalan satu-satunya

pilihan yang ada adalah perceraian.
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3. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut maka cukup beralasan kiranya bagi
Penggugat untuk mengajukan perceraian ini ke Pengadilan Agama Koia
Tasikmalaya.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut maka dengan ini Penggugat mohon
kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya cg.Maelis Hakim
herkenan memeriksa, mengadili dan menjatubkan putusan  yang amarnya
berbunyi :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat.

2. Menjatuhikan Talak Satu Ba'in Sughro Tergugat kepada Penggugat.

3. Menetapkan biaya psrkara menurut hukum,

ATALU

Aoabila Yth.Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-

adilnya.

Bahwa dalam perkara aguo, Penggugat telah menguasakan kepada
kuasa hukum NANA SURYANA, SH., Advokat dan Penzssehat Hukum yang
mengambil domisili di JI. Siliwang No. 75 Kota Tasikmalaya berdasarkan Surat
Kuasa Khusus tertanggal 15 September 2016, dan telsh terdaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dengan Nomor
1545/Reg KI2016/PA Tmk. tangga! 19 September 2016:

Bzhwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat tersebut
distas. dan memeariksa pula Karty Tanda Pengenal Advokat (KTPA) vang
bersangkutan;

Bahwa pada hari sidang yang telsh ditetapkan Penggugat diwakili
Kuasanya telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak
datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk
menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara
resmi dan patut menurut relaas Nomor 1372/Pdt. G/2016/PA. Tmk tanggal 28
September 20168 dan 12 Cklober 2016 yang dibacakan di dalam sidang,
sedangkan tidak ternyata babwes tidak datangnya itu disebabkan suatu
halangan vang sah:

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat melalui Kuasanya
agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Kuasa Penggugat te -
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tap pada dalil-dalil gugatannya untuk berceral dengan Tergugsat,

Bahwa perkara ini tidak dapat dimedias) karena Tergugat tidak pemmah
datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan  patut,
selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat  gugatan
Penggugat yang maksud dan isinya tetap diperishankan oleh Kuasa
Penggugat,

Bahwa untuk menguatkan dalif-dalif gugatan Kuasa Penggugat teiah
mengajukan alat-alat bukti berupa:

A Surat:

a Surat Keterangan Domisili atas nama—
(Penggugat) Nomor

148.4/372/Pem Tanggal 14 September 2016 yang dikeluarkan oleh
Kantor Pemeriniah Kota Tasikmalaya, Buktt surat tersebut telah diberi
meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya vang ternyata
sesuai lalu aleh Ketua Maijelis diberi tands P.1;

b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor ;. 142005172011 Tanggal 03 April
2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tawang
Kota Tasikmalaya, Bukli surat tersebut telah diberi meterai cukup dan
telah dicocokkan dengan asiinya yang temyata sesual, lalu oleh Ketua
Maijelis diberi tanda P.2;

B. Saksi:

1. _ umur 48 tahun, agama lIslam, pekerjaan Ibu
Rumah Tangga, tempat kediaman di Kp. Tanjung Sari RT 04 RW 12,
Kelurahan Mulyasari, Kecamatan Tamansari, Kota Tasikmalaya,
dibawsh sumpabnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memifiki
hubungan dengan Penggugat sebagai bibi;

- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada
03 April 2011,

- Bahwa. saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat belum

dikaruniai keturunan ;
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Bahwa, sakst mengetahsd keadaan rumah tangga Penggugat dan
Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang
lebih sejak awal Tahun 20186, sudah tidak rukun lagt sering terjadi
pertengkaran;

- Bahwa, persalisinan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat
tersebut pernah lihat dan dengar langsung;

- Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak
harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan
karena masalzh ekonomi, Tergugat kurang memberi nafkah kepada
Penggugat, sehingga Penggugat tidak menerima dengan keadaan
tersebut;

- Bahwa, saksi mengsetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah
pisah rumah selama 4 bulan lamanya sampai dengan sekarang dan
sudah tidak bersatu lagi;

- Bahwa, bak saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha
merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil:

- DBahwa, saksi melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat
sudah tidak mungkin lagi dipertzhankan, sulit dipertahankan dan
tidak ada harapan dapat bersatu fagi sehingga lebih baik bercerai;

2 umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta,
tempat kediaman di Kp. Tanjung Sari RT 04 RW 12, Kelurahan

Mulyasar, Kecamalan Tamansan, Kola Tasikmalaya, dibawah

sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, sasksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan memiliki
hubungan dengan Penggugat sebagai paman;

- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suam
isteri yang sah yang menikah pada 03 April 2011;

- Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Penggugat dan Tergugat
belum dikaruniai keturunan ;

- Bahwa. saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat

sudah tidak lagi harmonis. sering teriadi perselisinan  dan

pertengkaran sejak awzal Tshun 2016 yang mengakibatkan antara
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Fenggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 4 bulan
lamanya sampai dengan sekarang dan selama berpisah antars
Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi;

- Bahwa, perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat
tersebut pemnah linat dan dengar langsung,

- Bahwa, saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran
Penggugat dan Tergugat disebabkan karena masalah ekonomi,
Tergugat kurang memberi nafkah kepada Penggugat, sehingga
Penggugat tidak menerima dengan keadaan tersebut;

- Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan
merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup |agi merukunkan Penggugat dan
Tergugat karena sudah sulit diradkunkan dan sudah tidak ada
harapan dapat bersatu lagl dan melihat keadaan rumah tangganya
lebih batk bercerai;

Bahwa Kuasa Hukum Penggugat telan menyampaikan kesimpulan yang
pada pokoknya tetap pada gugatan dan mchon putusan yang mengabulkan
tuntutan Penggugat;

Selanjutnya untuk singkatnya vraian putusan ini, maka semua hal yang
termuat dafam berita acara sidang im merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Manimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Knusus
Penggugat tertanggal 15 September 2016, yang telah terdaftar di Kepaniteraan
Pengadilan Agama Kota Tasikmaiaya dengan Nomor
1545/Req K/2016/PA Tmk. tanggal 19 September 2018, ternyata telah sesuai
dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Rl Nomaor
& Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah puls
memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat, dan
ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18
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Tahun 2003 tentang Advaokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan
bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukun yang sah
sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan rmemberi izin kepada Kuasa
Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara aguo sebagai advokat
profesional;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi
dan patul, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata
bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sakh;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggit secara resmi dan patut
sesuai ketentuan Pasal 26 ayst (1) Peraiuran Pemerintah Nomor § Tahun
1975, akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan
gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang. bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat
dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 38 Undang-undang Nomor 1
Tahun 1874, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana
telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2008 dan terakhir diubah
dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi
Hukum Islam, Majelis Hakim pada setiap kali persidangan telah berusasha
semaksimal mungkin menasehati Penggugat untuk bersabar agar bisa
membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis akan tetapi tidak berhasil,
oleh karea itu perkara ini harus segera diputuskan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di
persidangan dalam perkara aguo, maka Majelis tidak dapat memerintahkan
para pihak untuk melaksanakan mediasi karena salah satu syarat agar mediasi
dapat dilaksanakan kedua pihak berperkara adaiah harus hadir di persidangan
sebagaimana maksud pasal 7 ayat (1} Peraturan Mahkamah Agung Republik
Indonesia Nomor 1 tahun 2008,

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR. yaitu
putusan yang dijatuhkan tanpa hadirmya Tergugat dapat dikabulkan sepaniang
berdasarkan huxum dan beralasan, olgh Kkarena ity majelis membebani

Penggugat untuk membuktikan dalildalil gugatannys;
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Menimbang, bahwa untuk membukiikan  dslil-dalil  gugatannya,
Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 serta dua orang saksi,

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang
merupakan akta otentik, telah permeterai cukup, bemazegefen dan cocok
dengan astinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengensi agama dan tempat
tinggal Penggugat, sehingga sejatan dengan ketentuan Pasal 165 HIR hukti
tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. serta mempunyat kekeratan
pembuktian yang sempurna dan mengikat {vofledig en bindende bewifskracht),

Menimbang, bahwa bukti P2 (Fotokopi Kuotipan Akta Nikah) yang
merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, bernazegsien dan cocok
dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Penggugat
dan Tergugai sebagai suami isteri, sehinggs sejalan dengan ketentuan Pasal
165 HIR bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, seria
mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (vofledig en
hindende bewijskracht);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Paszl 22 ayat (2) Peraturan
Pemerimtah MNomar 8 Tahun 1875 Magelis Hakim periu mendapatkan
keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami
isteri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan
Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, adslah keluarga atau orang
dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan
Pzmerintah Nemor 9 Tahun 1875 jo. Pasal 134 Kempilasi Hukum Islam. Saksi
1 Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpan, sehingga memenuhi syarat
formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimkang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai hubungan
Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat
dan Tergugat, adalah fakta yang pernah lihat dan dengar langsung dan relevan
dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karenz itu keterangan
saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah digtur dalam
Pasal 171 HIR sehingga keterangan sakst tersebut memiliki kekuatan
pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukii,

Halaman & dari 15 halaman, Putusan Nomor ; 1372/ Pt G018/ PATME,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 8



Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, adalah keluarga atau crang
dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2} Peraturan
Pamaearintah Naomor 8 Tahun 1875 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum [siam. Saksi
2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat
formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai hubungan
Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat
dan Tergugat, adalah fakta yang pernah lihat dan dengar langsung dan reievan
dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu kelerangan
saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam
Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan
pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat
bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena ity
keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukdi P.1 dan P. 2, Saksi 1 dan Saksi 2
Penggugat, terbukti fakia kejadian sebagai berikut:

I. Bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan Penggugat
bertempat tingga!l di wilayah Kota Tasikmalaya;

2. Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami isteri yang menikah
pada tanggal 03 April 2011 di Kecamatan Tawang Kota Tasikmalaya:

3 Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun
namun belum dikarunial keturunan ;

4 Bshwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak awal Tahun
2018 hingga saat im sudah tidak rukun lagi sering berselisin dan
bertengkar:

5. Bahwa perselisihan dan perengkaran antara Penggugat dan Tergugat
disebabkan karsna masalah skonomi, Tergugat kurang memberi nafkah
kepada Penggugat, sehingga Penggugat tidak menerima dengan keadaan
tersebut:

6. Bahwa akibat perselisinan dan pertengkaran terssbut antara Penggugat

dan Tergugat sudah pisah rumah sejak selama 4 bulan lamanya dan
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selama itu pula keduanya tidak pemah berkumpu! lagi dan tidak
melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana
layaknya suami isteri;

Bahwa, baik majelis hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga
Penggugat dan Tergugat sudah berusaha menasehati Penggugat dan
Tergugat dan sudah ada upaya musyawarash dua keluarga untuk
merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena
Penggugat berstkukuh ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa kedua saksi sudah tidek sanggup lagi untuk merukunkan
Penggugat dan Tergugat, karena sudah sulit merukunkan Penggugat dan
Tergugat dan sudah tidak ada harapan lagi keduanya dapat rukun dalam
rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di astas dapat

disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1.

Bahwa #fenggugat dan Tergugat beragama Islam dan Penggugat
bertempat tinggal di wilayah vyuridiksi Pengadilan Agama Kota
Tasikmalaya;
Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang
sah:
Bahwa dalam rumah tangga Fenggugat dan Tergugat sudah tidak rukun,
telah terjadi perselisinan dan pertengkaran yang terus menerus,
Bahwa sudah ada upaya yang maksimal untuk merukunkan Penggugat
dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasi,
Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah {marriage
breakdowm sehingga rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat
sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi (onheef baar
tweespait),
Bahwa alasan perceraian Penggugat tidak disebabkan suatu perbuatan
yang melawan hukum;

Menimbang., bahwa berdasarkan fakta hukum diatas majelis dapat

mengkonstituir sebagai berikut;
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b Bahwa Fenggugat dan Tergugat beragama Islam dan Penggugat
bertempat  tinggal di  wilayah  yuridikst Pengaditan  Agama  Kota
Tasikmaiaya, maka sesual dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan (2), ja.
pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana
diubab dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2008 dan perubahan
kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 83 ayat
{1} Undang-undang Nomeor 1 Tabhun 1874, jo. Pasal 20 ayat (1) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 132 ayat {1} Kompitasi Hukum
Islam, perkara i merupakan kempeiensi relatif Pengadilan Agama Kaia

Tasikmalaya:

ra

Bahwa Penggugat dengan Tergugat adaizh suami isteri yang sah dan
belum pernsgh terjadi perceraian menurut hukum dan  perundang-
undangan yang berlaku sesuai dengan Pasal 2 Undang-undang Nomar 1
Tabun 18974 tentang Perkawinan, maka masing-masing pihak mempunyasi
hak dan kepentingan untuk mengakan tuntutan dalam sengkets
parkawinan dalam perkara ini {persona sfandi in judicio). dan perkara ini

menjadi kompetensi absolut Pengaditan Agama;

el

Bahwa rumah tangpa Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan

telab terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus mensarus,

4 Bahwa sudah ada upaya yang mzaksimal untuk merukunkan Penggugat
dan Tergugat, akan etapi Penggugat menyatakan tetap bersikukuh urtuk
bercerai dengan Tergugat, maka bhal ini menandakan bahwa telah
terdapat kebencian yang memuncak dari Penggugat terhadap Tergugat,
dan oleh karenanya Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih
pendapat ahli fikih dalam kitab Al-lgna juz i halaman 133 yag dijadikan
sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

Al Lol ade alh ga gl da gl Al ade 531Ny
Artinya: "Disaat isti telah memuncak rasa bdak suka ferhadap suaminya,
maka hakim diperkenankan menatuhkan afak (suami) nya dengan talak
salu,

5. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan

untuk dipertanankan lagi {onheef Daar fweespafll), sehingga tujuan
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pernikahan untuk memiina keluarga sakinah, mawadah, warghmah
sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo.
Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana dimaksudkan al Guran
Surat ar Rum [30] ayat 21, telah tidak terwujud;

Bahwa memaksakan untuk mempertahankan kondisi rumah tangga
Penggugat dan Tergugat vang sudah pecah dan tidak ada harapan untik
dipertahankan lagi, akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari
pada manfaatnya, padahal menclak mafsadat diutamakan daripada

mengharap maslahat, sesuai dengan Qoidah Figivah,
CJLa.aali il AS adla duildall ¢ ya

“Menolak kerusakan lebih didahuiukan darf pada mengambil kebafkanr”
Bahwa karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun,
telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yvang terus menerus, dan tidak
acda harapan akan hidup rukun lagi daiam rumash tangga. maka fakia
hukum tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur
dalam Pasal 19 hurdf {f) Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahon 1875 jo
Pasal 118 huruf {f} Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat
patut untuk dikabulkan;

Bahwa alasan perceraian Penggugat tidak disebabkan suatu perbuatan
yang melawan hukum (onrechfmatige daad), maka sesuai Pasal 125 (1)
HIR gugatan Penggugat dapat dikabuilkan dengan verstek;

Menimbang, bshwa seiama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah

bergaul sebagaimana |layaknya suami isteri (ba'da dukhul}, dan berdasarkan
catatan perubahan NTR dalam P.2 antara Penggugat dan Tergugat belum
pernah bercerai, oleh karens ity talak Tergugat terhadap Pengaugat yang akan
dijatuhkan adalah talak yang kesatu, maka berdasarkan ketentuan Pasal 118
ayat {2}, huruf ¢, Kompilasi Hukum 1siam, majelis akan mengabulksn gugatan
Penggugat dengan menjatuhkan tatak satu ba'in sughra dari Tergugat terhadap
Penggugat,

Menimbang bahwa talak satu ba'in sughra merupakan talak yang

dijatubkan oleh Hakim atas permintaan seorang isteri, yang mana akibat hukum
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dari talak satu ba'in sughra adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup
barsama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang bary;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7
Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomer 3
Tahun 206 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun
2009 Tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya
diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan
hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama dimana
Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat
Nikah Kantor Urusan Agama di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat
dilangsungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara a8 quo masuk bidang perkawinan,
maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
sebagaimana teiah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan
perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang
Peradiian Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut
diatas, maka dalam musyawarah majelis telah berkesimpulan yang pada
pokoknya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, semuza pasal dalam peraturan perundang-undangan dan
hukum Isiam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek |
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro  Tergugat [N
B oo Pengouget I
I,
4. Memerintahkan Kepada Panitera Pengadilan Agama Kota Tasikmalays
untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap
kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tawang
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